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ABSTRAK 

 

Alfina Nur Azizah. Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No.05 Tahun 2022 
Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Pada Wilayah 

Kecamatan Banjarmasin Timur. Skripsi, Pembimbing: (I) Drs. H. Ilham 
Masykuri Hamdie, M.Ag dan (II) Imam Alfiannor, M.HI. Program Studi 

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah/UIN Antasari Banjarmasin. 2023. 
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Penelitian ini dilatar belakangi dengan lahirnya Surat Edaran Menteri Agama 

No. 05 Tahun 2022 pada tanggal 18 Februari 2022 tentang pedoman penggunaan  
pengeras suara di masjid dan musala yang mana sebenarnya bukan sesuatu yang 

baru. Surat edaran ini dikeluarkan kembali karena penggunaan pengeras suara 
sudah menjadi kebutuhan umat Islam yaitu sebagai media syiar Islam namun disaat 
bersamaan masyarakat Indonesia juga memiliki keberagaman baik dari segi agama, 

budaya dan sebagainya. Sehingga menteri agama mengeluarkan surat edaran ini 
guna meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar masyarakat. 

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian adalah 

para takmir di masjid, langgar atau musala Kecamatan Banjarmasin Timur dan 
Kepala Kasi Bimas Islam dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Objek 

penelitian ini ialah penerapan dari Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 
2022. Data yang digali yaitu pendapat dari para takmir dan pihak kemenag Kota 
Banjarmasin mengenai perkembangan dari penerapan Surat Edaran No. 05 Tahun 

2022 di setiap masjid, langgar atau musala dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
dari penerapan Surat Edaran No. 05 Tahun 2022. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah terkumpul 
diolah melalui proses editing dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian bahwa penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 

2022 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur tidak berjalan efektif di 
masyarakat. Banyaknya faktor penghambat yang ditemui baik itu dari kedudukan 

hukum surat edaran yang tidak kuat layaknya aturan undang-undang sehingga tidak 
memilikin sanksi terhadap pelanggarnya, penegak hukum yang belum menyeluruh 
dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, sarana dan prasarana yang belum 

maksimal, tingkat kesadaran hukum di masyarakat yang masih kurang serta kondisi 
sosial dan budaya yang telah menjadi tradisi membuat sebagian masyarakat acuh 

terhadap himbauan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri agama 
mengenai pedomaan penggunaan pengeras suara tersebut. 

 

 

 


